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a.

1.

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal ® avat (2)
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan 1Zin
operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di hngkungan
Kantor Wilayah Kementenan Agama Provinsi Sumatera Sclatan,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan,

_bahwa Raundhatul Athfal vang tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrauf, teknis,
dan kelayakan yang telah ditetapkan,

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
tentang Pemberian Izin Operasional Pendinan Raudhatul Athfal
Izzatul Ummah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301),

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +586),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

4 Peraturan...



4 Peraturan Pemerintah Neawine AT Fabi sbiig dopduiiy Wajib
Belaiar Pendidikan Naeay (1 embacas Mapaiw A pol bbb auadigh e b i
Tahun 2008 Nomer 96 Tapshabias | edimends ool o DOPUDIK
Indonesia Nomor 48623}

5. Peraturan Pemerintah M 19 Fubiii (il ikt Poidanaan
Pendidikan (Lembharan Negsntn Bepuibdife fediviecio Jobul 4008
Nomor 91. Tambahan embaran Megeid Ricfel 305 MIQUILSLA
Nomor 4864},

6. Peraturan Pemerintabl Noonoe 74 Tabi L8 dxnieiiy (o
(Lembaran Negara Repuhlik hilineaia Talion 2408 Nppwr 194
Tambahan Lembaran Negatn Hepnibdik rdosiesio Digion 499

7 Peraturan Pemerintah Nomar 17 Tabivin 2010 leptany Feogeioaan
dan Penvelenggaraan Pendidliban (lembaran Negels e p bk
Indonesia Tahun 2010 Nomun 24, lathihabian lainosed Ngala
Republik Indonesmia Nomaot  51060) seboagaifnsss e diubal
dengan Peraturan Pemetintah Nomos ity Tehan 2010 entang
Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahon 2000
tentang Pengelolaan dan Penyelenggarann Pendidicar Lemoararn
Negara Repubhik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tamoanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157,

8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah
Ibtidarvah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivarn,
dan Sckoian Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional! Nomor 15 Tabun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan ds
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diwubah memad: Peraturan
Mentenn Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menten Pendidikan Naswonal

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelavanan WMirumal
Pendidikan di Kabupaten/Kota,

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawsas
Madrasah dan Pengiawas Pendidikan Agama Islany pada Sg;kmah
(Berita Negara Kepublik Indonesia Tahan 2000 Nomaor  206)
sebagaimana telah diubah dengan Perativan Menren Agama
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ferubahan Atas YWyatoran Menter
Agama Nomor 2 Tahui 2012 teilang vagawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agaiiia lalain pada Sehasial Beriea Negara
Republik [ndonesia Tabivii d013 Mg np4)

11. Peraturan Menteri Agama Namar 13 bahi AaT A rfenrang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Veitiihal Kow s rersan \garna
(Benta Negara Republik 1NAGiiesta baliviin 30018 Novas 514

12. Peraturan Mentern Agarmia NOial S faliniy Ao 4 fenrang
Penyelenggaran Pendidikan Madiasali Doiiia Negasa  Temohlik
Indonesia Tahun 2013 Nuitui | 3084) SELAEAANA 1etah dnthah
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

TrmesLvaAN A WAIIMALY

IA(‘E:.‘.'E;T;‘;USAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
s PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
BERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL

:\J’II::JIFAL IZZATUL UMMAH KABUPATEN OGAN KOMERING

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat
paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA
kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin
operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka
izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 5 November 2018
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